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Isu dan Permasalahan

Komisi Il DPR Rl dan Pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (UU ASN) ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Revisi UU ASN yang
terdiri dari 15 bab tersebut memiliki beberapa agenda transformasi, salah satunya terkait
penyelesaian masalah tenaga honorer. Ketentuan pada Pasal 67 RUU ASN mengatur
bahwa penataan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan paling lambat
pada Desember 2024, sehingga menyediakan tenggat waktu bagi penataan tenaga
honorer di lingkungan instansi pemerintahan yang diperkirakan berjumlah 2,3 juta orang.
Secara bersamaan, Komisi Il dan Pemerintah juga sepakat untuk tidak memasukan frasa
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke dalam revisi UU ASN
tersebut.

Perluasan mekanisme dan skema kerja PPPK sebelumnya diusulkan sebagai solusi atas
permasalahan tenaga honorer. Meskipun begitu, Pemerintah melalui Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) berpandangan
bahwa frasa paruh waktu terlalu teknis karena berkaitan dengan jam kerja dan bukan
pengkategorian itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah mengusulkan agar konsep PPPK
paruh waktu diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari UU
ASN nantinya. Pemerintah juga memastikan bahwa penataan tenaga honorer akan
dilakukan sesuai dengan aspirasi anggota DPR RI, termasuk menjadikan skema paruh
waktu sebagai solusi penyelesaian.

Penyelesaian tenaga honorer memang menjadi salah satu isu yang melatarbelakangi
perubahan UU ASN. Pengawasan terhadap upaya penyelesaian harus terus dilakukan agar
sesuai dengan prinsip-prinsip yang sebelumnya telah disepakati, menghindari pemutusan
hubungan kerja massal, tidak menambah beban fiskal secara signifikan bagi pemerintah,
menghindari penurunan pendapatan bagi tenaga honorer, dan tetap sesuai dengan
regulasi yang berlaku. Mekanisme paruh waktu memang menyediakan solusi terhadap
persoalan tenaga honorer yang sejalan dengan prinsip tersebut, namun penting untuk
memastikan bahwa terdapat peraturan teknis yang jelas bagi skema ini. Beberapa hal yang
perlu diperhatikan, misalnya, terkait kategori pekerjaan yang dapat diakomodir melalui
skema paruh waktu, aturan jam kerja, mekanisme pengupahan, hingga mekanisme
rekrutmen dan evaluasi. Penting untuk memastikan bahwa skema paruh waktu tidak
hanya memberikan solusi atas persoalan tenaga honorer, namun juga harus menjamin
pelayanan publik yang berkualitas.

Penyelesaian persoalan tenaga honorer juga harus disertai dengan upaya penghentian
rekrutmen tenaga honorer pada instansi pemerintah. Salah satu cara yang dapat
dipertimbangkan yaitu dengan mengatur sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap
larangan merekrut tenaga honorer tersebut. Kemudian, pengadaan pegawai pada instansi
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pemerintah juga harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang bersifat dinamis.
Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN yang berusaha dihadirkan melalui revisi UU ASN
merespons hal tersebut. Melalui pola rekrutmen dan penempatan yang lebih fleksibel,
maka proses pemenuhan kebutuhan pegawai di instansi pemerintah dapat dilakukan
setiap saat, sehingga menghindari pemenuhan kebutuhan lewat tenaga honorer.

Sumber

Komisi Il DPR RI perlu terus mengawal upaya penyelesaian persoalan tenaga
honorer, khususnya memastikan bahwa upaya tersebut sejalan dengan
prinsip-prinsip yang telah disepakati. Pengawasan oleh Komisi Il juga harus
dilakukan terhadap upaya penyelesaian melalui mekanisme paruh waktu,
salah satunya dengan mendorong Pemerintah untuk menyiapkan rancangan
PP yang akan mengatur secara jelas dan detail mengenai hal tersebut.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya seperti, kategori pekerjaan
yang dapat diakomodir melalui skema paruh waktu, aturan jam Kkerja,
mekanisme pengupahan, hingga mekanisme rekrutmen dan evaluasi. Selain
itu, Komisi Il dapat mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan
pendapat Pemerintah Daerah dalam prosesnya.

Secara bersamaan, upaya menghentikan rekrutmen tenaga honorer juga
perlu dilakukan. Komisi Il dapat mendorong Pemerintah untuk menyusun
aturan yang dapat memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap larangan
merekrut tenaga honorer. Pengawasan oleh Komisi Il juga dibutuhkan untuk
memastikan pengadaan pegawai di instansi pemerintah mampu memenuhi
kebutuhan organisasi secara riil.

kompas.com, 26 September;
Kontan, 26 September;

Media Indonesia, 26 September;
Republika, 27 September 2023;
tempo.co, 27 September 2023.


https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/dewi.sendhikasari
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/masyithah.adhiem
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/yulia.indahri
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/nur.suni
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/fieka.arifa
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/sony.hendra
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/hartini.retnaningsih

